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Skripsi yang berjudul Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Dengan Sengaja Melakukan Percobaan Pembakaran (studi putusan Pengadilan 
Negeri Banda Aceh nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna), Merupakan hasil penelitian 
kepustakaan yang bertujuan untuk memberi wawasan terhadap masyarakat  
berbagai penjelasan hukum pidana Islam pada tindak pidana percobaan pembakaran 
tentang Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana percobaan 
pembakaran dalam putusan Nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna beserta Bagaimana 
analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pembakaran putusan 
Nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna. 
  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan 
mengumpulkan dokumen berhubungan dengan permasalah data yang penulis 
analisa berupa Putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor  
01/Pid.B/2016/PN.Bna menggunakan Metode Deskriptif Analisis dari sudut 
pandang hukum pidana baik dari segi Islam maupun dari segi umum kemudian 
ditujukan kepada permasalahan yang khusus dengan melalui analisis dan editing. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan 
suatu perkara dan menjatuhi hukuman mengikuti aturan KUHP pada pasal 187 ke-
1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara 1 tahun  sesuai dengan 
kejahatan tersangka yang dimana unsur percobaan adalah seseorang berniat 
melakukan tindak pidana dengan sengaja dan betujuan untuk merugikan orang lain 
tetapi tujuan tersebut tidak sampai selesai karena tertangkap dan bukan selesai dari 
kehendaknya sendiri, Majelis Hakim juga mendatangkan alat bukti berupa 
keterangan terdakwa keterangan saksi, keterangan ahli,surat dan barang bukti yang 
menguatkan hukum bahwa benar tersangka melakukan tindak pidana percobaan 
pembakaran, Dari kajian pustaka yang penulis tulis bahwa kekuatan aturan hukum 
pidana sangat berpengaruh terhadap hukuman terdakwa sedangkan dari sudut 
pandang hukum pidana Islam percobaan pembakaran termasuk dari percobaan 
jarimah hukumannya tidak dikenakan hukuman had ataupun qisas melainkan 
dengan hukuman jarimah ta’zir dengan adanya aturan-aturan khusus untuk 
percobaan tidak perlu diadakan sebab hukuman ta’zir dijatuhkan pada setiap 
perbuatan ma’siat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas . 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa keputusan Majelis Hakim dalam 
persidangan tidak selalu benar dan tidak selalu salah,pada dasarnya seorang hakim 
harus lebih teliti dalam memutuskan suatu hukuman bagi seseorang dengan 
kebenaran dan seadil-adilnya sesuai aturan hukum yang ada baik dalam sudut 
pandang hukum Islam maupun hukum positif., dalam kasus diatas menjadi 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk Pemerintahan Indonesia adalah 
Republik dan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, hukum 
tertinggi di Indonesia yang sebagai pedoman setiap perilaku masyarakat agar 
kehidupan masyarakat terarah dengan baik maka dari itu indonesia mempunyai aturan 
aturan yang tertulis untuk tidak dilanggar dan tetap mematuhi aturan aturan negara. 
Seperti halnya aturan-aturan tentang hukum mulai dari hukum pidana, hukum acara 
pidana, hukum perdata dan peraturan UndangUndang lainnya.  
Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan peraturan yang 
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan 
hukuman berupa siksa badan. Menurut W.P.J. Pompe,hukum pidana itu sama halnya 
dengan hukum tata negara,hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya 
diartikan suatu keseluruan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum 
yang diabstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. 1 Hukum pidana di 
akibatkan oleh adanya tindak kejahatan dengan berbagai motif yang dilakukan dengan 
tujuan untuk merugikan dan membahayakan orang lain. banyaknya kasus-kasus pidana 
di Indonesia terjadi karena kesengajaan yang didalamnya terdapat unsur dendam 
pribadi maka dari ini setiap negara memiliki hukum  masing-masing sesuai aturan 




                                                 
1 Ismu Gunadi, Cara cepat&mudah memahami Hukum pidana, (jakarta: kencana 2014), 9.  
 




































Tujuan pokok diadakan hukum pidana iala melindungi kepentingan-
kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan- perbuatan yang 
mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorang maupun 
kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain 
ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.2 Salah satu dari 
segi kehidupan sehari-hari adalah setiap orang harus terlindungi,agar dapat memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dengan aman tentram dan damai tanpa adanya gangguan maka 
bagi setiap manusia perlu suatu tata kehidupan3 dalam hukum pidana Islam tindak 
pidana biasanya diistilahkan dengan jinayat atau al-jarimah, yang adakalanya dilakukan 
oleh satu orang dan adakalanya dilakukan pula oleh beberapa orang atau berkelompok 
bersekongkol4. 
Indonesia juga memiliki Hukum positif yaitu kitab undang-undang Hukum 
Pidana  (KUHP) sebagaimana hukum positif yang dikodifikasi, bentuk dan model 
kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam.5 seperti halnya kejahatan sengaja 
melakukan percobaan pembakaran bangunan yang menimbulkan bahaya dan kerugian 
bagi umum dan barang sesuai dengan tujuannya juga di atur dalam kitab undang-
undang hukum pidana(KUHP) Yang diatur dalam pasal 187.  Pada Pasal 187 jo pasal 
53 ayat 1 KUHP dan pasal 45 KUHP  juga terdapat maksud “ barang siapa yang berniat 
sengaja berbuat kejahatan itu, dan orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, tetapi 
perbuatannya tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang 
timbul,ketahuan terlebih dahulu pada orang lain dan bukan berhenti atas kehendaknya 
sendiri” maka orang ini dapat dihukum sesuai pasal 53 KUHP kasus tersebut secara 
hukum dianggap kejahatan percobaan.    
  
                                                 
2 M. Abdul Kholiq, 2002), 15.  
3 C.S.T. Kansil, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 10. 
4 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 154. 
5 Adam Chazawi, kejahatan-kejahatan tertentu di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 15.  
 




































Tindak pidana kebakaran terdapat unsu-unsur yang menimbulkan terjadinya 
tindak pidana yaitu,unsur disengaja dan unsur tidak disengaja. Unsur disengaja yang 
perbuatannya dimulai dengan niat dan sesuai tujuannya, sedangkan unsur tidak 
disengaja biasanya disebut dengan kelalaian (kesalahan,kurang hati-hati atau 
kealpaan). Dalam hukum pidana unsur tidak disengaja atau bisa disebut kelalaian, 
tindak pidananya tidak seberat seperti kesengajaan karena memiliki unsur dimana 
pelaku sadar bahwa yang diperbuatnya itu melanggar undang-undang tetapi tetap 
melakukan perbuatan itu.  Pada umumnya KUHP tidak memberikan definisi (batasan)  
tentang kesengajaan Menurut Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel 
menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan 
suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian “Sengaja” adalah apabila akibat 
suatu tindakan yang dikehendaki,  dan apabila akibat itu menjadi maksud benarbenar 
dari tindakan yang dilakukan tersebut.6  
Dalam pandangan Hukum pidana Islam unsur “Sengaja” yaitu tindakan yang 
benar-benar dilakukan, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan 
Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan Syariat 
atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu Hukum di Indonesia, istilah Hukum 
Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah 
seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu 
Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat. Kemudian kata Hukum 
disandarkan kepada kata Islam. Dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan 
yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku 
mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban)7   
Dalam Hukum Islam dikenal kaidah yang berkenaan dengan niat, yaitu:   
 االمور بمقا صدها 
                                                 
6 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana  (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 174.  
7 Zainuddin, Hukum islam, (jakarta: sinar Grafika,2006), 3.  
 




































Setiap perkara bergantung kepada  maksudnya 
Salah satu penerapan kaidah dalam fiqh jinayah adalah adanya penggolongan 
suatu perbuatan jarimah berdasarkan niat yang dikandungnya, yaitu adanya perbuatan 
yang disengaja ada pula yang tidak sengaja. Perbuatan yang disengaja adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan disertai niat. Sedangkan perbuatan yang tidak sengaja adalah 
perbuatan yang tidak disertai niat.8 Tindakan kejahatan di Indonesia pasti mempunyai 
aturan-uturan hukum pidana umum yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat dalam 
undang-undang dan pasal yang sudah ditetapkan. Di Indonesia juga mempunyai aturan-
aturan Hukum Pidana Islam yang menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan 
suatu perkara sesuai Syari’at Islam, dan menentukan hukuman yang seadil adilnya. 
Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat 
dipidana kecuali atas kekuatan aturan perundang-undangan hukum pidana, berdasarkan 
asas ini suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh Majelis Hakim 
jika belum menentukan bahwa orang ini bersalah atau tidak , maka dari itu aturan 
ancaman tindak pidana diatur pada KUHP.  
Menurut pandangan Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah 
yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan Manusia baik di dunia maupun di 
akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi 
setiap Manusia untuk melaksanakannya. 9  Jenis hukuman yang menyangkut tindak 
pidana kriminal dalam Hukum Pidana Islam terbagi atas dua bagian, yaitu   
(a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk 
Qisas  dan Diyat  yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hal dimaksud disebut 
Hudud. 
                                                 
8 Enceng Arif Faizal , Kaidah Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 6.    
9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.  
 




































(b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang 
disebut hukuman Ta’zir. Dalam suatu kaidah menjelaskan bahwa Setiap perbuatan 
maksiat yang tidak dikenai sanksi had atau kafarat adalah jarimah ta’zir.10  
Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’zir adalah semua perbuatan yang 
berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan,contohnya dengan sengaja membuat 
kerusakan dimuka bumi ini seperti pencurian, penimbunan bahan bahan dan 
penyelundupan pembunuhan dan lain lain. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang 
belum ditetapkan oleh Syara’ hukuman ta’zir hukuman yang dapat mengalami 
perubahan dengan apa yang terjadi dimasyarakat.Setiap jenis tindak hukuman baik 
secara hukum pidana Islam maupun hukum umum terdapat suatu pembuktian untuk 
membuktikan apakah seseorang benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan 
beberapa keterangan keterangan tersangka maupun keterangan saksi yang melihat dan 
bukti bukti lainnya. didalam hukum pidana Islam pembuktian bisa disebut dengan Al- 
bayyinah, secara terminologi Al-bayyinah adalah membuktikan suatu perkara dengan 
mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.tengku 
hasbi Ash Shiddiqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat 
menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.11. 
 Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyah membuktikan secara global, merupakan 
sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran Dengan 
menggunakan alat bukti baik berupa barang bukti maupun keterangan saksi. Syaratnya 
sudah diatur dalam KUHAP Terutama syarat keterangan saksi yaitu  dua orang saksi, 
atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk 
menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Quran menyebut pembuktian tidak hanya 
semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, 
dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi. 
                                                 
10 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 176.  
11 Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, Peradilan dan hukum acara islam,(jakarta: bulan    
   bintang,1970), 139.  
 




































Pertimbangan Majelis hakim sangat menentukan nasib terdakwa,Seorang 
hakim yang berijtihad mencari kebenaran perkara jika putusannya itu benar maka dia 
mendapatkan dua pahala,yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran,jika keputusannya 
salah ia hanya mendapat satu pahala yaitu pahala ijtihad. 
 
Hakim yang memutuskan perkara dilarang memutuskan perkara dalam kondisi 
marah 
 ال يَْقِضيَنَّ َحَكٌم بْيَن اثْنَْيِن وهو َغْضبَانُ 
Dari abu bakrah r.a berkata : aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : 
“janganlah seseorang menghukum antara dua orang dalam keadaan marah.” (HR 
Bukhari Muslim).12 Sebab akan memengaruhi objektivitas putusan. 
Dari penjelasan hukum pidana islam dan hukumannya secara garis besar maka, 
kita bisa melihat nilai penting dari hukum pidana Islam, antara lain dari sumber 
hukumnya, kekokohan,keadilan,fleksibilitasnya,kaitan dengan moral dan tujuan 
hukumnya berbeda dengan hukum barat, hukum pidana Islam bersumber dari Al 
Qur’an dan sunah Nabi Muhammad Saw. Kedua sumber tadi tidak boleh diubah 
sedikitpun keduanya sangat dipercayai bagi umat Islam, sesuai keimanan Islam ketidak 
percayaan dan keraguan terhadap kedua sumber dapat mengakibatkan keluarnya 
seseorang dari keimanan.13 Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat Judul 
dengan menganalisis tindak pidana “Percobaan Pembakaran” ditinjau dalam hukum 
pidana Islam dalam Putusan Nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA serta pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhi hukuman terhadap terdakwa.  
 
 
                                                 
12 Mardani, Hadis Ahkam,(depok: RajaGrafindo persada),380-381. 
13 Topo Santoso,Membumikan Hukum Pidana Islam,(jakarta: Gema Insani Press,2003), 20. 
 




































Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan penelitian terhadap 
Pengadilan negeri banda aceh yang mengadili perkara pidana saat persidangan telah 
meyakinkan bahwasanya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembakaran gedung 
shoping center” berdasarkan fakta fakta hukum hakim kasus ini terdakwa melanggar 
pasal 187 ke 1KUHPidana jo pasal 53.   
Tindak pidana ini terjadi di Banda Aceh dimana terdakwa M Alias Dk 
melakukan tindak pidana pembakaran di gedung shoping center, dengan niat dan 
tujuannya terdakwa melakukan tindakan dimalam hari sekira jam 21.00 bertempat 
dilantai 2 agar dapat membahayakan jiwa orang lain yang saat itu sedang berbelanja, 
sesampainya terdakwa disalah satu kios didepan gedung, terdakwa membeli korek api 
yang digunakan untuk melakukan pembakaran, saat terdakwa sudah melakukan 
tujuannya tersebut dengan menyalanya api terdakwa langsung bergegas pergi melalui 
pintu tangga samping dan pulang ke gudang butut didepan gedung tempat terdakwa 
tinggal dan bekerja namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi munir dan 
saksi musliadi dan saksi lainnya sehingga api yang menyala berhasil dipadamkan. 
Perbuatan terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 
KUHP dengan alasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yang bertujuan untuk 
membahayakan orang lain tidak sampai terjadi, kasus ini dengan putusan hakim diatur 
dalam pidana percobaan pembakaranan sesuai alasan “Dengan sengaja menimbulkan 
kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya 
umum bagi barang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan 
dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena 
kehendaknya sendiri” yang sudah diatur dalam KUHP.   
 
Memperhatikan undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 187 ke-1 
KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan serta peraturan perundang undangan 
lain yang bersangkutan.  
 
 




































Didalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor : 
01/pid.B/2016/PN-Bna terdapat pembuktian salah satunya keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang di ungkapkan pada saat sidang pengadilan tindak 
pidana tersebut sesuai pasal 1angka 27 yang diatur dalam KUHAP tetapi , pada putusan 
Nomor : 01/pid.B/2016/PN-Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam persidangan ada 
salah satu keterangan saksi yang dibacakan tanpa adanya sumpah, hakim yang diberi 
wewenang dalam mengadili, menerima, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. 
Oleh karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil dan teliti. karena 
Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa.  
 
Tindak pidana Percobaan pembakaran yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan 
dengan niat untuk merugikan orang lain dan menguntungkan pribadinya tetapi niat 
tersebut tidak sampai terlaksana bukan atas kehendaknya sendiri untuk menghentikan 
niat tersebut tetapi niatnya terhalang oleh orang lain, kegiatan tersebut dianggap 
melakukan  tindak pidana percobaan.  
B. Identifikasi dan Batasan Masalah  
Dari penjelasan latar belakang di atas pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam pembahasan ini yaitu :  
Identifikasi Masalah:   
1. Pengertian percobaan dalam Hukum Pidana Islam 
2. Unsur-unsur tindak pidana percobaan menurut hukum positif Indonesia  
3. Penerapan hukum hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Negeri Banda 
Aceh Nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
4. Analisi Hukum Pidana Islam dalam tindak pidana percobaan pembakaran 
Nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
 




































5. Pembuktian dalam pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana percobaan 
pembakaran.  
Adapun Batasan Masalah dalam pembahasan ini :  
1.  Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana  
percobaan pembakaran putusan nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
2.  Analisis hukum pidana Islam terhadap  tindak pidana percobaan pembakaran 
putusan nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
C. Rumusan Masalah   
Agar penelitian ini lebih tersusun, maka penulis fokus pada rumusan masalah 
yang akan diteliti:  
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak 
pidana percobaan pembakaran putusan nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
2. Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap pada tindak pidana 
percobaan pembakaran putusan nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
 
D. Kajian Pustaka   
 
          Kajian pustaka pada penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
ringkasan mengenai topik yang diteliti yang sudah ada sebelumnya, sehingga akan ada 
perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya yang berkaitan dengan 
pembakaran yang menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan. Bahwa 
pembahasan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sebelumnya. 
Penelitian yang akan dibahas oleh penulis diantaranya adalah:  
1. Penelitian dari sumber Rahardjo Rachmad (2016)  yang berjudul “analisis 
hukum pidana Islam terhadap putusan hakim pada kasus pembakaran lahan, 
 




































dalam pembahasan penelitian tersebut bagaimana analisi hukum pidana 
terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku 
dengan pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 huruf (h).14 
2. Penelitian dari sumber Aini kholisin zuhrufal (2018), yang berjudul “ tinjauan 
hukum pidana Islam terhadap putusan kelalaian yang mengakibatkan keb 
akaran yang menimbulkan kerusakan pada barang”. UIN Sunan ampel, pada 
skripsi ini penulis menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan majelis 
hakim kepada terdakwa terlalu berat karena dalam putusan terdakwa pidana 1 
tahun 6 bulan karena dalam hal tersebut hukuman yang dijatuhkan hanya pada 
kelalaian dan ketidak sengajaan jadi seharusnya hukuman yang sesuai pada 
terdakwa adalah hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu denda. Tinjauan 
hukum Islam dalam skripsi ini menggunakan hukuman takzir.15  
3. Penelitian dari sumber Askiyatul Qusna (2019),yang berjudul “pembuktian 
tindak pidana pengrusakan dengan cara membakar perspektif hukum pidana 
dan hukum pidana Islam dalam putusan nomor 16/pid.B/2017/Pn.trg”, pada 
penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pengadilan tanggerang mengadili 
terdakwa dijerat dalam pasal 406 ayat 1 KUHP tentang pengrusakan dengan 
pidana penjara 9 bulan, sesungguhnya dalam pembuktian diungkap bahwa 
terdakwa melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan bukan 
pengrusakan yang di atur dalam pasal 108 UU RI Tahun 2014 tentang 
perkebunan.dalam kasus ini majelis hakim lebih condong menggunakan teori 
pembuktian convention in time sehingga keyakinan hakim sangat kuat 
pengaruhnya dalam putusan perkara.16  
                                                 
14 Rahardjo rachmad,analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim studi putusan nomor 
/pid.B/2013/Pn.Mbo tentang pembakaran lahan”. (skripsi UIN Sunan ampel, 2016) 
15 Aini kholison zuhrufal,”tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri 
rantau prapat nomor 718/pid.B/pn.RAP Tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang 
menimbulkan kerusakan pada barang”. (skripsi UIN sunan ampel surabaya,2018)  
 
16  Askiyatul Qusna,” prespektif hukum pidana dan hukum pidana islam nomor 
16/pid.B/2017/PN.trg tentang pembuktian tindak pidana pengrusakan dengan cara 
membakar”.(skripsi UIN Sunan ampel,2019)  
 




































Letak persamaan  penelitian yang terdahulu yaitu pembahasan mengenai tindak 
pidana pembakaran berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia, 
letak perbedaan penelitian ada pada pertimbangan hukum keputusan hakim beserta 
pembuktian yang sah dimata hukum..  
E. Tujuan penelitian   
Setiap penelitian memiliki tujuan untuk merumuskan pembahasan oleh karena 
itu penulis merumuskan tujuan skripsi sebagai berikut:  
1. Mengetahui  analisis hukum hakim terhadap pada tindak pidana percobaan 
pembakaran putusan nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan 
pembakaran berdasarkan putusan pengadilan banda aceh nomor : 
01/pid.B/2016/PN.BNA  
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
 Secara teori penelitian ini bisa memeberikan masukan kepada mahasiswa 
fakultas Syari’ah dan hukum sebagai bahan penelitian, serta menambah literatur 
perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan secara prakter bisa menjadi 
bahan pertimbangan hukum dalam pengadilan pada tindak pidana percobaan terutama 
pada percobaan pembakaran  dan membantu untuk menjadi pedoman bagi Majelis 
Hakim ataupun menjadi pedoman untuk  masyarakat jika terjadi kasus yang sama 
supaya masyarakat umum juga mengetahui bahwa setiap perbuatan kejahatan sekecil 
apapun ada aturan hukumnya, masyarakat lebih bisa menjaga emosi dan nafsunya lebih 









































G. Definisi Operasional   
Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “ Analisis hukum pidana 
Islam terhadap sanksi tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan 
pembakaran (studi putusan Pengadilan Banda Aceh nomor 
01/pid.B/2016/PN.BNA) maka perlu adanya pendefinisian pada judul, penulis akan 
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada skripsi agar tidak terjadi kesalah 
fahaman.  
berikut ini beberapa istilah istilah  yang terkait dengan penelitian adalah :  
1. Analisis hukum pidana Islam: analisis dari ketentuan ketentuan hukum pidana 
Islam yang sudah diatur dalam hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang 
oleh Syara’ dan dapat menimbulkan hukuman had atau ta’zir. Hukum pidana 
Islam sendiri yang maksudnya segala sesuatu yang mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukalaf ada ketentuan hukum 
yang mengatur untuk membentuk akhlak dan budi pekerti yang luhur dengan 
tujuan  menjamin keamanan hidup seperti : Hifzh al-din (memelihara agama), 
Hizh al-nafsi (memelihara jiwa),  Hizh al-aqli (memelihara akal pikiran), Hizh 
al-Nashli (memelihara keturunan),  Hizh al-mal (memelihara harta).yang kedua 
menjamin keperluan keperluan hidup disebut hajiyyat.yang ketiga mengatur 
agar tidak adanya kekacauan dan anarki dengan membuat perbaikan-perbaikan.  
2. Tindak pidana percobaan adalah “barang siapa yang berniat sengaja berbuat 
kejahatan itu, dan orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, tetapi 
perbuatannya tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang 
timbul,ketahuan terlebih dahulu pada orang lain dan bukan berhenti atas 
kehendaknya sendiri” baik tindak pidana percobaan pembunuhan, pembakaran, 
pencurian dengan pemaparan diatas bahwa dapat kita simpulkan tindak pidana 
yang mempunyai niat dan tujuan hingga terwujudnya tindakan kejahatan tetapi 
tidak sampai selesai atau tidak sesuai yang diinginkan berhenti karena orang 
lain bukan atas kehendaknya sendiri ini yang dinamakan percobaan. Dan ada 
 




































beberapa penjelasan tindak pidana percobaan berhenti karena kehendaknya 
sendiri atau bisa dibilang bertaubat maka hukumannya dan aturan hukunya juga 
berbeda. 
3. Pembakaran adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api pada kawasan 
tersebut, baik secara sengaja maupun tidak disengaja hingga menimbulkan 
bahaya dan kerugian pada kawasan tertentu.  
Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus percobaan pembakaran dan 
hukumannya menurut pandangan Hukum pidana Islam dan Hukum pidana 
diIndonesia yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan pengadilan negeri 
Banda Aceh nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna yang dimana terdakwa dengan 
sengaja ingin membakar gedung deng tujuan dan niat yang ingin merugikan 
orang lain dan menghanguskan gedung tersebut. 
H. Metode Penelitian  
Dalam suatu penelitian penulis berpatokan pada metode metode yang akan 
diteliti agar hasil yang baik dan positif dari sebuah karya ilmia, yang bisa memberikan 
manfaat untuk masyarakat maupun mahasiswa terutama lfakultas hukum dan Syari’ah 
untuk menjadi pedoman jika terjadi tindak pidana yang sama dan Untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang akurat dalam penulisan ini jenis penelitian ini penulis 
menganalisis sebuah tindak pidana dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Banda 
Aceh dan menganalisis landasan teori yang berkaitan dengan tindak pidana yang akan 
diteliti oleh penulis maka menggunakan metode:  
1. Data yang dikumpulkan  
 
a. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga sumber data yang 
dikumpulkan yaitu berupa direktori putusan Pengadilan Negeri Banda 
Aceh nomor 01/Pid.B/2016/PN.BNA tentang percobaan pembakaran 
terhadap alat bukti keterangan saksi.  
 




































b. Penelitian ini juga menggunakan data dari beberapa buku buku untuk 
dijadikan referensi dalam menulis sebuah skripsi agar lebih akurat.  
 
2. Sumber Data  
a. Sumber data primer adalah sumber data berupa catatan catatan secara 
tertulis dalam bentuk dokumen dan laporan laporan secara resmi, sumber 
primer dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari direktori  
putusan pengadilan banda aceh nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA.  
b. Sumber sekunder adalah sumber data berupa catatan secara tertulis yang 
membahas berbagai ilmu dalam bentuk dukumen dokumen tidak resmi, 
bahan hukum sekunder memberikan banyak penjelasan terhadap sumber 
hukum primer dan mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum 
primer 17  Seperti buku buku, artikel diinternet dan karya ilmiah yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.  
3. Teknik Pengumpulan Pengumpulan data  
dalam penelitian ini yaitu jenis studi pustaka, teknik yang 
digunakan ialah berbentuk dokumentasi dengan cara menganalisa sumber 
data yang diambil dari sumber data primer menganalisis suatu kasus di 
pengadilan banda aceh pada putusan nomor 01/pid.B/2016/PN.BNA  dan 
dipadukan dari sumber data sekunder.  
Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan 
landasan teori yang berupa data dan berkaitan dengan masalah yang 
penulis analisi dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka dan 
studi dokumen berupa putusan dalam putusan pengadilan negeri banda 
aceh nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna. 
                                                 
17 Ronny hanitijo soemitro, metedeologi penelitian hukum (jakarta: ghalia indonesia,1990), 12. 
 




































4. Teknik analisis data atau pengelolaan data 
Setelah data terkumpul penulis mengambil langkah-langkah berikut: 
Editing, setelah data terkumpul penulis memeriksa kembali data-data 
yang diperoleh terutama dari perlengkapan,kejelasan makna,kesesuaian dan 
keselarasan antara yang satu dengan yang lain.18  
Organizing yaitu menyusun data yang diperoleh dan dirangkum sama 
mengambil intisari dari sumber tersebut,dalam metode ini masuk pada Bab II 
dan Bab III. 
Conclusing yaitu Analisi suatu kegiatan seperti memilah membedakan 
yang menggambarakan suatu keadaan yang akan di teliti dengan menyusun 
fakta fakta sehingga membentuk suatu masalah yang mudah dipahami. 19 
Dengan cara  menjelaskan inti sari masalah masalah yang penulis teliti dalam 
pelaksanaan sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 
01/Pid.B/2016/Pn.BNA kemudian dianalisis menggunakan metode hukum 
pidana Islam dan hukum pidana Indonesia yang mengatur jalannya persidangan 
tentang percobaan pembakaran.  
I. Sistematika pembahasan   
 Dalam penelitian ini agar dapat dipahami dan terarah secara sistematis, penulis 
menggunakan metode sistematika pembahasan, skripsi ini tersusun menjadi lima Bab 
Dari Bab satu ke Bab yang lain sampai Bab lima pembahasannya berkaitan, adapun 
sistematika pembahasan lima Bab sebagai berikut:  
A. Bab I pembahasannya berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka,tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.  
                                                 
18 Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), 125. 
19 Consuelo G. Savella, pengantar metode penelitian (jakarta: UI Press, 1993), 71. 
 




































B. Bab II pembahasannya berisi tentang analisis umum hukum pidana Islam dan 
hukum pidana di Indonesia berdasarkan landasan teori dalam tindak pidana 
percobaan pembakaran konsep hukuman jarimah ta’zir.  
C. Bab III pembahasannya memuat tentang deskripsi putusan pengadilan Negeri 
Banda Aceh Nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna meliputi : isi amar putusan, fakta-
fakta pertimbangan hakim dipersidangan deskripsi kasus percobaan 
pembakaran putusan nomor 01/’Pid.B/2016/PN.Bna.  
D. Bab IV pembahasannya memuat tentang analisis pertimbangan hukum hakim 
dalam pandangan hukum pidana Islam pada putusan Pengadilan Negeri Banda 
Aceh Nomor 01/Pid.B/2016/PN.BNA tentang percobaan pembakaran dan 
pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pembakaran 
pengadilan Negeri Banda Aceh  putusan nomor 01/Pid.B/2016/PN.Bna.  
E. Bab V pembahasannya berisi tentang penutup dari keseluruhan pembahasan 
skripsi yang memuat kesimpulan serta saran atas hasil penelitian.  















































PERCOBAAN PEMBAKARAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
 
 
A. Teori Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif  
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-
pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum.apabila hukum Islam 
disistematisasikan seperti dalam tata hukum diIndonesia maka akan tergambar bidang 
ruang lingkup sebagai berikut:20. Hukum Perdata Islam meliputi Munakahat, Wiratsat, 
Mu’amalah. Sedangkan Hukum Publik Islam meliputi Jinayah, Al-Ahkam, Siyar, 
Mukhasamat. Penulis akan membahas point (2) : 
a. Jinayah yang amksudnya memuat aturan-aturan mengenai perbuatan perbuatan 
yang diancam dengan hukuman, baik jarimah ta’zir, jarimah hudud, jarimah 
qisas  
b. Al-Ahkam yang membicarakan permasalahan hubungan dengan kepala negara, 
hak pemerintah pusat dan daerah tentang pajak dan sebagainya;                            
c. Siyar yang mengatur urusan perang dan damai tata chubungan dengan pemeluk  
agama lain dan negara lain ;          
d.  Mukhasamat yang mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara21. 
Hukum pidana Islam atau bisa disebut fiqh jinayah adalah segala ketentuan 
hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil 
dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur’an dan 
hadis.22Hukum pidana Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi 
perekti yang luhur,oleh karena itu suatu tindakan yang bertentangan dengan akhlak 
selalu dicela dan diancam dengan hukuman,sebaliknya hukum positif  ada beberapa 
                                                 
20 A. Rahmat Rosyadi, Formalisasi syariat....,(Bogor: Ghalia Indonesia,2006),52. 
21 Dr. Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.  
22 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1. 
 




































perbuatan yang walau bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak 
dianggap sebagai tindak pidana , kecuali perbuatan tersebut membawa kerugian bagi 
seorang dan ketenteraman masyarakat. Salah satu dari segi kehidupan sehari-hari 
adalah setiap orang harus terlindungi,agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dengan aman tentram dan damai tanpa adanya gangguan maka bagi setiap manusia 
perlu suatu tata kehidupan 23  dalam hukum pidana Islam tindak pidana biasanya 
diistilahkan dengan jinayat atau al-jarimah, yang adakalanya dilakukan oleh satu orang 
dan adakalanya dilakukan pula oleh beberapa orang atau berkelompok bersekongkol24. 
Pengertian sendiri Tindak pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan, tindakan 
atau sikap yang merugikan orang lain.tetapi apakah perbuatan tersebut betul betul dapat 
merugikan orang lain atau tidak? Dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan 
perbuatan yang dipidana atau tidak? Itulah yang dipelajari hukum pidana Islam maupun 
hukum pidana umum, pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang 
memuat peraturan peratuan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap 
pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan25.dalam hukum 
pidana terdapat asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali 
atas kekuatan aturan perundang-undangan hukum pidana, berdasarkan asas ini suatu 
perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh Majelis Hakim jika belum 
menentukan bahwa orang ini bersalah atau tidak hal ini sesuai dengan kalimat terakhir 
firman Allah bahwa Allah tidak akan mengaazab umat manusia sebelum dia mengutus 
seorang rosull (yang menyampai ketentuan dari Allah), firman Allah yang berbunyi  
“ barangsiapa yang erbuat sesuai dengan hidayah Allah maka sesungguhnya dia berbuat 
itu untuk keselamatan dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya 
dia tersesat bagi dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 
orang lain,dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”. 
                                                 
23 C.S.T. Kansil, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 10. 
24 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 154. 
25  Dr. Jonaedi Efendi, cepat dan mudah memahami hukum pidana  (jakarta:kencana 
prenadamedia,2014), 8. 
 




































Kedua Asas praduga tak bersalah yaitu seseorang yang dituduh melakukan 
kejahatan, harus dianggap tidak bersalah sampai Hakim deangan bukti-bukti 
meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang tersebut. Asas ini juga didasari 
pada al-Qur’an yang menjadi landasan dari asas legalitas dan asas larangan 
memindahkan kesalahan kepada orang lain , maka dari itu aturan ancaman tindak 
pidana diatur pada KUHP26. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam merupakan 
bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan Manusia 
baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung 
kewajiban asasi bagi setiap Manusia untuk melaksanakannya.27 Jenis hukuman yang 
menyangkut tindak pidana kriminal dalam Hukum Pidana Islam terbagi atas dua 
bagian, yaitu   
(a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk 
Qisas  dan Diyat  yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Hal dimaksud 
disebut Hudud.  
(b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang   disebut 
hukuman Ta’zir. 
 
2. Tujuan Hukum Pidana Islam 
Tujuan dari pembuatan hukum sendiri memerlukan turunnya wahyu suatu ayat 
Al Qur’an, Tujuan pertama adalah menjamin keamanan dari kebutuhan kebutuhan 
hidup seperti: 
a. Hifzh al-din (memelihara agama) 
b. Hizh al-nafsi (memelihara jiwa) 
c. Hizh al-aqli (memelihara akal pikiran) 
d. Hizh al-nashli (memelihara keturunan) 
e. Hizh al-mal (memelihara harta) 
                                                 
26 Dr. Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 45. 
27 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.  
 




































Tujuan kedua adalah menjamin keperluan keperluan hidup (sekunder) atau 
disebut hajiyyat. 
Tujuan ketiga dari perundang undangan Islam adalah membuat perbaikan 
perbaikan atau tahsinat ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan dan 
anarki.28 
Di Indonesia sendiri tidak luput dari perilaku-perilaku manusia untuk berbuat 
kedzoliman terhadap manusia lain ini  yang dinamakan tindak pidana,baik Dalam 
kehidupan, banyak masyarakat yang masih melanggar aturan aturan sehingga 
menimbulkan terjadinya kegiatan tindak pidana yang bertujuan untuk menguntungkan 
pribadinya. Hukum pidana Islam maupun hukum pidana umum mengatur hukuman 
hukuman yg akan ditetapkan hakim untuk perilaku manusia yang berbuat tindak 
pidana.dapat kita lihat perbedaan tindak pidana dalam hukum positif dan syariah tidak 
jauh berbeda, hukum pidana Islam identik dengan istilah Jinaya/Jarimah yang artinya 
berkelakuan buruk atau bisa disebut dengan perbuatan yang merugikan orang lain 
contohnya seperti kasus yang saat ini penulis teliti yaitu kasus pembakaran gedung, 
yang dimana seseorang berniat jahat terhadap manusia lain dengan cara membakar 
lahan agar orang tersebut mengalami kerugian baik secara materi atau pun fisik. Dalam 
kasus yang saya teliti ini seseorang melakukan kejahatan “Pembakaran” tetapi niat 
tersebut tidak selesai, dalam hukum pidana kasus ini dinamakan “percobaan” tindak 
pidana. Secara etimologis percobaan atau permulaan ,dalam bahasa arab adalah : dalam 
hukum pidana istilah ini disebut jarimah percobaan jika dikaitkan dengan pidana seperti 
pencurian dan perzinahan para ulama tidak banyak bicara tentang percobaan melakukan 
jarimah karena perbuatan ini banyak berubah sesuai ruang dan waktu kebiasaan 
karakter suatu masyarakat. Mereka lebih banyak memperhatikan kepada masalah 
tindak pidana yang unsur dam syaratnya tidak mudah berubah, seperti jarimah 
qisas/diyat.29 . 
                                                 
28 Topo santoso,Asas Asas Hukum Pidana Islam, (jakarta: RajGrafindo Persada,2016), 107. 
29 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada, 1996), 21. 
 





































3. Melakukan Tindak Pidana Percobaan yang Tidak terlarang 
 
Yang menjadi permasalahan kini adalah, apakah benar bahwa percobaan untuk 
melakukan semua kejahatan itu dapat dihukum? Menurut ketentuan pasal – pasal 351 
ayat (5) dan 352 ayat (2) KUHP percobaan percobaan melakukan penganiayaan dan 
penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum, oleh karena hal tersebut tidak dianggap 
begitu penting oleh pembentuk undang undang.30 
 
Menurut Profesor Van Bemmelen, dengan menentukan bahwa seseorang yang 
melakukan suatu percobaan, melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum, maka 
sesungguhnya pembentuk undang-undang telah memperluas pengertian dader atau 
pelaku. Oleh karena itu, sudahlah jelas bahwa barang siapa tidak berhasil melakukan 
suatu perbuatan yang terlarang ataupun barang siapa tidak berhasil menimbulkan suatu 
akibat yang terlarang seperti yang ia kehendaki, maka dengan sendirinya itu berarti 
bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan 
delik.31Tindak pidana percobaan pembakaran ini juga diatur dalam Hukum pidana 
Islam termasuk tindak kejahatan (Pengacauan keamanan/Pengrusakan) atau bisa 
disebut “Percobaan Jarimah” 
 
  ُمْفِسِدْينَ  اْالَْرِض  فِى تَْعثَْوا َوَال  اَْشيَۤاَءُهمْ  النَّاسَ  تَْبَخُسوا وال
 “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(Asy-Syu’ara:183) 
 
 فَاَۡكثَُرۡوا فِۡيَها اۡلفََسادَ 
                                                 
30 Ibid, 556. 
31 Ibid, 557. 
 




































 “lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu”(al-Fajr:12) 
 
4. Macam- Macam Percobaan Jarimah 
Percobaan dalam bahasa Arab adalah Al-Shuru’(delik percobaan) jika dikaitkan 
dengan pidana seperti pencurian,perampokan, pengerusakan, perzinahan dll. Ialah 
memulai melakukan suatu perbuatan dengan maksud melakukan tetapi tidak selesai.32 
Contoh seperti pembakaran lahan atau gedung dan lainnya, tersangka sengaja membuat 
kerusakan yang bertujuan untu merugikan orang lain tetapi pada saat aksinya 
dilaksanakan seseorang lainnya melihat aksi tersangka dan tersangka tidak melanjutkan 
aksinya, ini yang dinamakan percobaan jarimah pada tindak pidana pembakaran lahan. 
Masalah percobaan jarimah disinggung oleh mereka secara umum, seperti ketika 
mereka membicarakan tentang fase-fase pelaksanaan jarimah. Seseorang melakukan 
jarimah itu setidak-tidaknya melalui tiga fase yaitu fase pemikiran, persiapan, 
pelaksanaan.  
 
5. Fase-fase dalam Melakukan Jarimah 
 Setiap jarimah mengalami fase tertentu sebelum melaksanakan kegiatan proses 
pemikiran dan perencanaan proses persiapan dan proses pelaksanaan menjadi penentu 
dalam mengukur tindak pidana. 
a. Jika fase pemikiran dan perencanaan (Marhalat al-Tafkir wa al-Tasmim) 
melakukan jarimah memikirkan dan merencanakan sesuatu tidak dapat dijatuhi 
karena lintasan hatinya33 sebagaimana Rasulullah s.a.w berkata: yang artinya  
 
“Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikan atau dicetuskan oleh 
dirinya selama ia tidak beriman dan tidak mengeluarkan kata-kata seorang 
                                                 
32 H.Sahid HM,Pengantar Hukum Pidana Islam,(Surabaya:UIN SUNAN AMPEL,2014), 88. 
33 Ibid, 91. 
 




































hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang 
dilakukannya”. 
 
b. Fase persiapan (marhalah at-tahdzir) 
Menyiapkan alat yang dipakai untuk melaksanakan jarimah, seperti senjata 
untuk membunuh orang lain atau kunci untuk mencuri,korek api dan bahan-
bahan untuk membakar. Fase ini juga tidak dianggap tindak pidana kecuali 
apabila persiapan itu sudah digunakan untuk kejahatan atau terwujud. 
 
c. Jika fase pelaksanaan (Marhalat al-Tanfidh) melakukan jarimah fase ini adalah 
fase perbuatan pelaku. Hukuman ini dapat diberikan apabila perbuatan itu 
dianggap maksiat berupa pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak 
individu.dengan demikian kriteria untuk menentukan permulaan pelaksanaan 
jarimah dan merupakan percobaan yang bisa dihukum adalah perbuatan 
tersebut sudah masuk maksiat.selain itu niat dan tujuan pelaku juga sangat 
penting untuk menentukan apakah perbuatan itu maksiat atau bukan.34 
 
Hukum pidana positif sama pendapatnya dengan hukum pidana Islam tentang 
tidak adanya hukuman pada fase pemikiran atau perencanaan dan persiapan serta 
membatasi hukuman pada fase pelaksanaan. 35  menurut aliran objektif penentuan 
pelaksanaan tindak pidana ialah ketika pelaku melaksanakan materiil yang membentuk 
suatu jarimah. Jika jarimah tersebut terdiri atas satu perbuatan, maka percobaan jarimah 
itu ialah kertika memulai perbuatan tersebut. Mengerjakan perbuatan lain yang tidak 
masuk dalam rangka pembentukan jarimah, tidak dianggap telah mulai melaksanakan 
jarimah, dengan perkataan lain, aliran objektif memandang kepada objek atau 
perbuatan yang telah pembuat.  
 
                                                 
34 Ibid, 93. 
35 Ibid, 94. 
 




































Sedangkan menurut aliran subjektif untuk dikatakan melakukan percobaan 
cukup apabila pembuat telah memulai pekerjaan yang mengarah pada jarimah. Aliran 
tersebut memakai niat atau pribadi pembuat untuk mengetahui maksud yang dituju oleh 
perbuatannya itu, dengan kata lain aliran tersebut lebih menekankan kepada subjek atau 
niatan pembuat. Jika di lihat hukum pidana Islam dapat menengakomodasi dua aliran 
subjektif dan ojektif hanya saja hukum pidana Islam memberikan syarat bahwa 
perbuatan yang dilakukan bisa dikualifikasi sebagai perbuatan maksiat36. 
 
6. Ketentuan Pidana Islam Menjamin Keadilan dan Ketentraman 
 
Ketentuan pidana Islam terutama mengenai hukuman had  potong tangan untuk 
tindak pidana pencurian atau rajam untuk tindak pidana perzinahan serta qasas sering 
mendapat sorotan kejam dari kalangan non muslim, politisi barat dan sebagian orang 
islamtelah ternamakan ide orientalis yang dimana ketentuan hudud sifatnya memang 
mutlak, tapi hudud itu sendiri mempunyai unsur dan syarat yang harus terpenuhi 
dengan katalain tidak dapat dijatuhkan hukuman sebelum unsur dan syarat terpenuhi, 
contoh apakah seorang yang mencuri sebutir telur lantas dipotong tangan? Atau orang 
yang berdua lain jenis lantas dihukum rajam? Hukum Islam tidak sesempit itu bahkan 
pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar r.a seorang pencuri yang kelaparan 
mencuri bahan makanan tidak dihukum potong tangan karena tau tahun saat itu tahun 
paceklik, sebenarnya hudud dalam hukum pidana Islam adalah ancaman yang 
menimbulkan rasa takut bagi orang lain, apabila diterapkan sekali,akan mencegah 






                                                 
36 Ibid , 95. 
37 Topo Santoso , Membumikan Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1. 
 





































B. Pertimbangan Hukum HakimTeori Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif  
 
1. Poging atau Percobaan 
kitab undang-undang Hukum Pidana kita telah membuat “percobaan untuk 
melakukan kejahatan” atau poging tot misdrijf itu sebagai suatu perbuatan yang 
terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Hal tersebut dapat 
kita ketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 53 ayat 
1 KUHP yakni yang berbunyi sebagai berikut: 
“poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des daders door een begin 
van uitvoering heeft geopenbaard en de uitvoering alleen tengevolge van 
omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet voltooid” 
Dalam penjelasan diatas ada beberapa istilah yang mungkin sulit untuk kita 
pahami, seperti “voornemen” yang artinya “maksud” , “voornemen” atau maksud tidak 
ada pengertian lain yang mendetail, pengertian itu apabila perkataan kita disebut 
dengan perkataan opzet. Dengan demikian maka disitu diisyaratkan bahwa pelaku itu 
haruslah bertindak dengan sengaja. Bertindak dengan sengaja itu pada hakikatnya 
berarti bertindak dengan maksud untuk bertindak. Apabila kini orang mempunyai 
maksud untuk bertindak ,itu belum berarti bahwa ia benar-benar mempunyai kehendak 
untuk melakukan sesuatu”38. 
Hadist Nabi riwayat Nasai, Ibn Hibban, dan al-Hakim menjelaskan: 
“Barang siapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan salat malam 
tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah 
diniatkannya dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Allah.” 
 Beberapa hadist diatas menunjukkan betapa pentingnya peranan niat dalam 
me;akukan tindakan bahkan amal perbuatan manusia dinilai dari niat, dalam beberapa 
                                                 
38 P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana DiIndonesia(jakarta: Sinar Grafika 2014), 544.  
 




































kasus terdapat pengecualian, misalnya hukum asal berbohong adalah larangan tetapi 
larangan ini tidal berlaku saat berada dalam peperangan agar jangan sa,pai dikalahkan 
musuh, atau berbohongnya suami-istri guna menghindari pertengkaran yang dapat 
memicu hancurnya rumah tangga.39   
 Tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal berikut:  
PASAL 53:  
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari 
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan 
semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan. Dalam percobaan dikurangi 
sepertiga. 
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup,dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sampai dengan kejahatan selesai. 
PASAL 54: 
(1) Mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. 40 Pembentukan undang 
undang sendiri telah tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya 
dimaksud dengan “percobaan” atau poging itu, akan tetapi ia telah menyebut 
sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut 
menjadi dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu 
kejahatan.41 
  Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat 
dihukum karena telah melakukan suatu “percobaan untuk melakukan kejahatan” seperti 
dimaksud : 
                                                 
39 Dr. Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 80. 
40 Ibid, 544. 
41 Franciscus theojunior lamintang,dasar dasar hukum pidana diindonesia(jakarta: sinar grafika,2014),   
     546. 
 




































1. Adanya suatu maksud dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu 
maksud atau suatu VOORNEMEN untuk melakukan suatu kejahatan. 
2. Telah adanya suatu permualaan pelaksanaan atau suatu begin van 
uitvoering,dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam 
suatu permulaan untuk melakukan kejahatn yang iang kehendaki; 
3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatn yang ia kehendaki itu kemudian tidak 
selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada 
kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk 
melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-
masalah yang berada diluar kemauannya sendiri. 
 
2. Hukuman Percobaan Melakukan Jarimah 
 Jarimah hudud dan qisas menurut hukum pidana Islam jarimah yang selesai 
tidak dapat disamakan dengan jarimah yang tidak selesai(percobaan).hukuman untuk 
jarimah percobaan adalah hukuman ta’zir. Contohnya seperti percobaan melakukan 
zina tidak boleh dihukum dengan hukuman had rajam seratus kali, dan percobaan 
pencurian juga tidak boleh dihukum had potong tangan, hukuman untuk jarimah 
percobaan adalah hukuman ta’zir itu sendiri, dengan adanya aturan-aturan yang sudah 
mencakup syara’ tentang hukuman untuk jarimah ta’zir maka aturan-atura khusus 
untuk jarimah percobaan tidak perlu diadakan sebab hukuman ta’zir dijatuhkan atas 
perbuatan maksiat iyang tidak dikenakan hukuman hadd dan qisas.42 Dalam hukum 
pidana indonesia, hukuman untuk percobaan tercantum pasal 53 ayat (2) KUHP: 
(1) Maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan atau dikurangi 
sepertiganya. 
(2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup 
maka dijatuhkan pidana penjara selama lamanya lima tahun.43 
 
                                                 
42 Topo Santoso , Asas-Asas Hukum...,123. 
43  Ahmad Wardi Muslich,fiqh jinayah,(jakarta: Sinar Grafika,2004), 66. 
 




































Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah tersebut,Ahmad 
athi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman juga merupakan 
bagian ketetapan dari syar’i sebagai upaya pencegahan terhadap dilakukannya 
pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang 
maupun meninggalkan suatu perintah dari syar’i itu, yang dengan upaya pencegahan 
itu seorang pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan pelanggaran itu atau perbuatan-
perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini hukuman lebih bersifat 
prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku tindak pidana.44 dalam pasal 45 kitab 
undang-undang mesir dijelaskan sebagai berikut : percobaan jarimah mulai 
melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan(jinayah atau janhah), tetapi 
perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan kehendak pelaku”. Apa saja penyebab tidak selesainya suatu 
perbuatan, 
a. Adakalanya karena terpaksa,misal karena tertangkap 
b. Adakalanya karena kehendak sendiri, jika karena kehendak sendiri ada dua 
macam bukan karena taubat atau karena taubat.45 
 
Tidak selesainya jarimah karena tertangkap basah seperti penjelasan oleh Abdul 
Qodir Audah yaitu “ Jarimah yang tertangkap basah adalah jarimah dimana pelakunya 
tertangkap basah pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudah tetapi dalam 
waktu yg singkat”. 
 
Sedangkan jarimah yang tidak tertangkap basah adalah “ Jarimah yang dimana 
pelakukanya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut melainkan 
sesudahnya dengan melewatkan waktu yang tidak sedikit”46.  Apabila tidak selesainya 
jarimah karena pelaku bertaubat maka jarimahnya itu adakalanya  jarimah hirabah dan 
adakalanya bukan jarimah hirabah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama 
dalam hal ini ada tiga pendapat: 
                                                 
44 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam.., 59. 
45 Ahmad Wardi Muslich,fiqh jinayah,(jakarta: Sinar Grafika,2004), 63-64. 
46 Abdul Qodir Audah, At tasyri’ Al jina’iy Al Islami,...,85. 
 




































a. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan beberapa fuqaha dan 
kalangan mahzab Syafi’i dan Hambali taubat tidak bisa menghapuskan 
hukuman kecuali hanya untuk jarimah hirabah47 
b. Menurut pendapat fuqaha dari mahzab Syafi’i dan Hambali taubah tidak dapat 
menghapuskan hukuman. 
c. Menurut pendapat Ibn Al-Qayyim dan pengikutnya mahzab Hambali, hukuman 
dapat membersihkan maksiat hdan taubat bisa menghapuskan hukuman.48 
Menurut ketentuan pokok dalam syariat Islam yang berkaitan dengan Jarimah 
Hudud dan qisas hukuman hukuman yang telah ditetapkan untuk ljarimah yang sudah 
selesai, tidak boleh diperlakukan untuk jarimah yang belum selesai(percobaan) dengan 
demikian hukuman untuk jarimah percobaan menurut hukum pidana Islam adalah 
hukuman ta’zir.  Suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan 
oleh syariat adalah kejahatan, hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan  sehingga orang 
akan menahan diri dari melakukan hal itu,karena dengan semata-mata melarang atau 
memerintahkan tidak menjamin akan ditaati tanpa sanksi,suatu peerintah atau larangan 
tidak punya konsekuensi apa apa.hukuman bagi jarimah ini ditegaskan dalam ayat Al-
Qur’an berikut,  
َ َوَرُسولَهُۥ َويَْسعَْوَن فِى ٱْألَْرِض فََسادًا أَن يُقَتَّلُٓو۟ا أَْو يَُصلَّبُٓو۟ا أَْو تُقَطَّعَ  أَْيِديِهْم  َّ ُؤ۟ا ٱلَّذِ يَن يَُحاِربُوَن ٱ ٓ ِإنََّما َجَزٰ
ِلَك لَُهْم ِخْزٌى فِى ٱلدُّْنيَا ۖ َولَُهْم فِى ٱْلءَ اِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيم ٍف أَْو يُنفَْو۟ا ِمَن ٱْألَْرِض ۚ ذَٰ ْن ِخلَٰ  َوأَْرُجلُُهم ّمِ
 
“Sesungguhnya pembalas terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, 
membuat kerusakan dimuka bumi hanyalah merah dibunuh atau disalib atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri(kediamannya).yang 
demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka didunia dan diakhirat mereka 
mendapatkan siksaan yang besar” (al-Maa’idah:33)  
                                                 
47 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta : Sinar 
Grafika, 2004), 64.  
48 Ibid, 65. 
 




































dinegara Arab kata Jinayah ini sering juga menjadi sebutan bagi kejahatan 
terhadap nyawa. 49 . Ayat diatas mengandung empat macam hukuman: hukuman 
mati,salib,potong tangan dan dibuang dari kediaman, tetapi dalam penerapan hukuman 
itu beberapa ulama berbeda pendapat,Ulama mazhab Hanafi,Syafi’i dan Hambali 
berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan harus berturut,sebagaimana 
dicantumkan dalam ayat serta sesuai dengan bentuk pidana yang dilakukan.menurut 
Ulama mazhab Hanafi jika tindak pidana hanya merampas harta,hukuman potong 
tangan dan kaki secara silang,bila sampai membunuh hukumannya juga dibunuh,jika 
membunuh dan merampas hakim bebas memilih hukumannya,apabila hanya menakut 
nakuti/mengganggu kemaanan saja maka hukumannya dipenjara dan hukuman ta’zir.50 
Menurut hukum Islam hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak tercantum 
nash atau ketentuannya dalam Al-Qur’an dan AS-Sunnah. Dengan ketentuan yang pasti 
dan terperinci sedangkan menurut hukum positif dalam pengertian diatas hukuman itu 
harus tercantum dengan undang undang, hukuman ta’zir dimaksudkan untuk mencegah 
kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.51 
 
ِ َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ ُكلُوا َواْشَربُوا  َّ ِمْن ِرْزِق   
“dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan membuat 
kerusakan.(Al-Baqarah:60) 
Jarimah ta,zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta,zir, secara 
ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta,zir itu adalah hukuman yang belum 
ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik pertimbangannya. 
pada jarimah ta,zir menurut al-Qur,an dan al-Hadits tidak menerapkan secara 
terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.dasar hukum 
disyariatkan sanksi bagi pelaku jarimah ta,zir adalah at-ta,zir yadurru ma,a mashlahah 
                                                 
49 Topo Santoso,Membumikan Hukum Pidana Islam,(jakarta: Gema Insani Press,2003), 21. 
50 Topo santoso,Asas Asas Hukum Pidana Islam,(jakarta: RajaGrafindo Persada,2016), 159. 
51 Ahmad Wardi,pengantar dan asas hukum pidana islam,(jakarta: Sinar Grafika,2004), 11. 
 




































artinya hukum ta,zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap  
memacu kepada prinsi keadilan dalam masyarakat.52 
Sedangkan menurut syara’ pengertian ta,zir adalah al-ta’dib (mendidik) 
terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki had dan tidak 
pula kafarat. Wabah Al-Zuhayli mendefinisikan jarimah ta’zir sebagai 
uqubah(hukuman) yang disyariatkan terhadap perbuatan maksiat atau pelanggaran 
yang tidak ada ketentuannya.53  
Para Ulama membagi jarimah ta’zir menjadi dua bagian yaitu: 
1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah yang dimaksud adalah segala sesuatu 
yang berkaitan dengan hak Allah misalnya membuat kerusakan dimuka bumi  
perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil 
amri. 
2. Jarimah yang berkaitan dengan perorangan yang dimaksud adalah yang 
mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia seperti tidak membayar 
hutang, penghinaan  
Akan tetapi ada jarimah yang berkaitan dengan Allah dan manusia yaitu menuduh zina 
dimana jarimah ini dinamakan jarimah pelukaan.54 
  
Didalam bukum fiqh jinayah A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana 
ta’zir terbagi menjadi tiga bagian yaitu : 
 
1. Jarimah hudud atau qisas yang subhat atau tidak memenuhi syarat,namun 
sudah merupakan maksiat misalnya percobaan pencurian,percobaan 
pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik. 
                                                 
52 Makhrus Munajat , Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala, 
2006),14. 
53 Wahbah Zuhayli , fiqh Islam wa’adillatuhu, (Damaksus: Darul Fikr, 2007), 201. 
54 A. Djazuli, Fiqih Jinayah,...,166.  
 




































2. Tindak pidana yang ditentukan Al-Qur’an dan hadist namun tidak ditentukan 
sanksinya misalnya penghinaan saksi palsu tidak melaksanakan amanah dan 
menghina agama. 
3. Tindak pidana yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum dalam 
hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan diuraikan dalam 
bidang studi Ushul Fiqh misal penlanggaranatas peraturan lalu lintas. 55 
 
Menurut hukum pidana diIndonesia tindak pidana pembakaran sudah diatur 
pada pasal 187 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja membakar, 
menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran”, dihukum : 
1e. Penjara selama - lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat  
mendatangkan bahaya umum bagi barang. 
2e. Penjara selama - lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat   
mendatangkan bahaya maut bagi oranglain. 
3e. Penjara seumur hidup atau penjara selama - lamanya dua puluh tahun, jika  
perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada  
orang mati akibat perbuatannya itu.56 
  
Adapun hukuman dari pelanggar jarimah itu sangat variatif sesuai dengan 
kadang kejahatan seseorang dalam melakukan tindak pidana mulai dari keputusan 
hakim yang berat sampai yang ringan, hukuman-hukuman ta’zir: 
 
A. Hukuman Mati 
 
Pada dasarnya hukuman ta,zir dalam syariah hanya terbatas pada 
ta’dib(pengajaran), dan tidak sampai membinasakan oleh karena itu sebenarnya tidak 
boleh ada unsur penghilangan fungsi anggota tubuh ataupun hilangnya nyawa. Akan 
                                                 
55 Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Prespektif Islam dan Perbandingan Hukum,...vol. XV No 1 
Juni 2015, 53.  
56 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP ,(Jakarta: RajaGrafindo Persada 2019),  128. 
 




































tetapi fuqaha membuat pengecualian dari aturan umum dijatuhkannya hukuman mati 
ini karena tidak ada cara lain untuk memberantas tindak pidana yang berat. 
 
B. Hukuman Kurungan (al-Habsu) 
 
Menurut al-Habsu itu menahan adalah menahan seseorang untuk tidak 
melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah, dimasjid ataupun ditempat 
lain.artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan 
untuk menahan seseorang pelaku akan ttpi setelah umat Islam bertambah banyak dan 
wlayah kekuasaan bertambah luas maka khalifah Umar pada masa pemerintahannya 
membeli rumah shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan 
sebagai penjara.atas dasar inilah kebanyakan Ulama membolehkan pemerintah untuk 
membuat penjara meskipun ada ulama yang tidak membolehkan karena Nabi dan Abu 
Bakar tidak membuatnya.57 
Ada dua macam hukuman kurungan dalam syariah Islam, yaitu hukuman kurungan 
terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas  
 (1). Hukuman kurungan terbatas 
Batas minimal bagi hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas maksimal 
tidak ada kesepakatan dari para ulama. Jika syarat ini menjadikan perbaikan 
pada peaku jika syarat ini tidak sesuai maka hukuman lain masih bisa 
dijatuhkan. 
 (2). Hukuman kurungan tidak terbatas 
Jika pelaku sudah jera dan bertaubat maka ketika itu dia sudah bisa keluar dari 
kurungan, jika tidak menjadi baik ataupun bertaubat maka bisa selamanya 
dipenjara. Orang-orang tersebut adalah pelaku tindak pidana berat seperti 




                                                 
57 A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi...., 204. 
58 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum...., 299 . 
 




































C. Hukuman Pengasingan 
 
Meskipun hukuman pengasingan dianggap dengan hadd namun para ulama juga 
menetapkan hukuman buang ini dalam jarimah ta’zir . hukuman ini dijatuhkan kepada 
pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelaku harus 
dibuang(diasingkan)muntuk menghindari pengaruh-pengaruh bahaya .adapun lamanya 
pengasingan tidak memiliki batasan, akan tetapi menurut Syafi’i dan Hanabilah mas 
pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan 
dalam jarimah zina yang merupakan hukuman hadd. 59. Adapun tempat pengasingan 
pertama menyatakan bahwa pengasingan harus dinegara muslim ke negara non muslim 
pendapat lain menyamakan dengan penjara. Pendapat pertama dipegang oleh Imam 
Malik dan Imam Abu Hanifah, sedangakan pendapat kedua dipegang Imam Syafi’i 
berkata jarak antara kota asal dengan kota pembuangan adalah jarak perjalanan qashar, 
sebab maksud dari pengasingan ialah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat 
tinggalnya60. 
Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman ta’zir berdasarkan harta ini dibagi 





D. Hukuman- hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan 
umum 
Diantaranya sanksi-sanksi ta’zir yang tidak termasuk ke adalam ketiga kelompok yang 
telah dikemukakan diatas adalaha: 




                                                 
59 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 265. 
60 A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi...,210 
 




































e. Dipecat dari jabatannya 
f. Diumumkan kesalahannya61 
 
 
3. Hakim dan Keadilan 
Seorang hakim yang berijtihad mencari kebenaran perkara jika putusannya itu 
benar maka dia mendapatkan dua pahala,yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran,jika 
keputusannya salah ia hanya mendapat satu pahala yaitu pahala ijtihad. Hakim yang 
memutuskan perkara ada 3 macam dua diantaranya masuk neraka dan satu diantaranya 
masuk surga,yaitu mereka yang : 
1. Hakim yang mengerti perkara itu benar lalu ia memutuskan perkara itu dengan 
berdasarkan kebenaran,maka ia masuk surga. 
2. Hakim yang mengerti perkara itu benar lalu ia tidak memutuskan perkara itu 
berdasarkan kebenaran,maka ia masuk neraka. 
3. Hakim yang tidak mengerti perkara itu benar lalu ia memutuskan perkara itu 
berdasarkan kebodohannya (ketidaktahuannya) maka ia masuk neraka. 
 
Hakim yang memutuskan perkara dilarang memutuskan perkara dalam 
kondisi marah 
 ال يَْقِضيَنَّ َحَكٌم بْيَن اثْنَْيِن وهو َغْضبَانُ 
Dari abu bakrah r.a berkata : aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : 
“janganlah seseorang menghukum antara dua orang dalam keadaan marah.” (HR 
Bukhari Muslim).62 Sebab akan memengaruhi objektivitas putusan. 
Dari penjelasan hukum pidana islam dan hukumannya secara garis besar maka, 
kita bisa melihat nilai penting dari hukum pidana Islam, antara lain dari sumber 
                                                 
61 Ibid,221. 
62 Mardani, Hadis Ahkam,(depok: RajaGrafindo persada),380-381 
 




































hukumnya, kekokohan,keadilan,fleksibilitasnya,kaitan dengan moral dan tujuan 
hukumnya berbeda dengan hukum barat, hukum pidana Islam bersumber dari Al 
Qur’an dan sunah Nabi Muhammad Saw. Kedua sumber tadi tidak boleh diubah 
sedikitpun keduanya sangat dipercayai bagi umat Islam, sesuai keimanan Islam ketidak 
percayaan dan keraguan terhadap kedua sumber dapat mengakibatkan keluarnya 
seseorang dari keimanan.63  
 
Unsur-unsur pengadilan dalam kebijakan Majelis Hakim ada: 
a. Hakim (qadhi), Hukum (mahkum bihi, mahkum alaihi,mahkum lahu) dan 
putusan hakim. 
b. Hakim (qadhi) ialah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi 
hakim dalam menyelesaikan gugatan. 
c. Hukum ialah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu 
perkara. 
d. Mahkum bihi ialah sesuatu yang diharuskan oleh hakim atas suatu 
hak,diharuskan bahwa hak yang merupakan mahkum bihi dikenal dikenal oleh 
kedua belah pihak. 
e. Mahkum alaihi atau si terdakwa dalam hukum syara’ adalah seseorang yang 
diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya,baik dia 
orang yang tergugat ataupun bukan. 
f. Mahkum lahu si pemenang perkara atau sipenggugat atas suatu hak, 
menuduhkn sesuatu dalam suatu perkara,hak itu bisa hak murni baginya atau 





                                                 
63 Topo Santoso,Membumikan Hukum Pidana Islam,(jakarta: Gema Insani Press,2003), 20. 
64 Topo santoso,Asas Asas Hukum Pidana Islam,(jakarta: RajGrafindo Persada,2016), 178. 
 







































Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 
fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 65  Dengan cara 
mendatangkan dan memeriksa alat bukti dan barang bukti karena Tujuan pembuktian 
adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu 
benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil66. menurut 
Martiman prodjohamidjojo berpendapat bahwa proses pembuktian atau membuktikan 
mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa 
pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus 
mempertanggung jawabnya 67 . Sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan 
hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tanpa adanya perkiraan semata tetapi 
jelas dengan adanya bukti, baik bukti yang meringankan ataupun yang memberatkan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP; berupa pengakuan salah dari 
seorang terdakwa harus disertai alat bukti yang lengkap dengan keterangan-keterangan 
saksi, surat-surat dan lainnya68. Pembuktian yang mengatur mengenai: 
 
1. Macam-macam alat bukti yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku 
2. Syarat- syarat dan tata cara mengajukan alat bukti  
3. Kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara dinilai dari suatu alat alat 
bukti.69 
Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang –kurangnya dua alat bukti 
                                                 
65 A. Muktiarto, Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
    2003), 140. 
66 Ibid, 141. 
67 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum positif (jakarta:Pustaka 
pelajar),33. 
68 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum acara pidana diIndonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1990 ), 44. 
69 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum positif (jakarta:Pustaka 
pelajar),33 . 
 




































yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Ketentuan ini untuk menjamin 
tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang. Untuk dapat 
menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu: 
a. Alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) 
b. Keyakinan hakim (overtuiging des rechters).70 
    Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa 
pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat 
mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti 
lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar 
tidak mungkin bersilang. 
2. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang 
bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut; pertama, kepastian 
yang didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (conviction 
in time). Kedua, kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh 
karena itu disebut conviction raisonnce. 
3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup 
kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi 
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan.71 
 
Pembuktian yang memberatkan dan meringankan bisa dari keterangan saksi 
yaitu kategori saksi: 
 
a. Saksi yang memberatkan terdakwa / Saksi a Charge  
                                                 
70 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: 
     Liberty, 1988), 37. 
71 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Logos),72. 
 




































Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, 
dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, 
demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP,dalam hal ada saksi yang 
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau 
yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama 
berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang 
wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut. 
 
b. Saksi yang meringankan / menguntungkan terdakwa / Saksi a de Charge 
 Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau 
penasihat hukum yang keterangannya diberikan untuk meringankan 
menguntungkan terdakwa ,menurut Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP.72 
Bahwa dalam hal penjelasan saksi ada saksi yang menguntungkan terdakwa 
yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa 
atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum 
dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi 
tersebut.73 Pengertian Saksi  sendiri dalam hukum Islam disebut dengan shahid (saksi 
lelaki) atau shahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata mushahadah yang 
artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah 
manusia hidup yang melihat suatu kejadian perkara pada saat ditempat kejadian.74 yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana (Pasal 1 Angka 26 KUHAP) di muka hakim dengan 
sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami 
sendiri.75 
                                                 
72 Putusan Mahkama Konstitusi, KUHAP (2010), NO 65 . 
73 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Peradilan …, (Jakarta: Kencana, 2014), 242. 
74 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 159. 
75  Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Peradilan …, (Jakarta: Kencana, 2014), 239.   
 




































 Kesaksian hukumnya adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila 
dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan hilang. Bahkan wajib apabila 
dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. 
 
ُ ۚ َوَال تَُكْن ِلْلَخائِنِيَن َخِصيًماإِنَّا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك  َّ  
 
“sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 
supaya kamu mengadili dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” 
(QS.an-Nisaa’:105) 76 
 
Ayat itu menunjukkan bahwa persangkaan  itu diperbolehkan asal tidak hanya 
menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun,ataupun saksi yang melihatnya 
langsung.77 
ِ صلى هللا عليه وسلم قََضى بِيَِميٍن َوَشاِهٍد  َّ َ ُ َعْنُهَما ( أَنَّ َرُسوَل  َّ َ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 
             هُ ُمْسِلٌم َوأَبُو دَاُودَ َوالنََّسائِيُّ َوقَاَل: إِْسنَادُهُ َجيِّدأَْخَرجَ   )
  
 “ Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah Saw. Memutuskan suatu perkara 
dengan sumpah dan seorang saksi.” (HR Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i) hakim dalam 
memutuskan perkara harus mempertimbangkan sumpah dan saksi.  
Dan saksi yang dipanggil wajib hadir pada persidangan, dengan firman Allah 
SWT:  
 َوَال يَأَْب الشَُّهدَاُء إِذَا َما دُُعوا 
“Dan saksi-saksi itu hendaklah jangan enggan menunaikan apabila mereka 
dipanggil.”(QS. Al-Baqarah:282) 
                                                 
76 Ibid, 236. 
77 Ibid, 177. 
 





































 Ayat ini melarang saksi-saksi itu membelakangi dan enggan memberikan 
kesaksiannya apabila mereka dipanggil. 
َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اَْلُجَهنِّيِ رضي هللا عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: ( أََال أُْخبُِرُكْم 
  َرَواهُ ُمْسِلم ٌ  اَلَِّذي يَأْتِي بَِشَهادَتِِه قَْبَل أَْن يُْسأَلََها ) ؟بَِخْيِر اَلشَُّهدَاءِ 
  
  
“Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Maukah kalian aku beritahu sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang 
memberi saksi sebelum diminta persaksiannya." Riwayat Muslim.” 
Jika saksi tidak hadir harus memenuhi syarat iniPada Pasal 162 KUHAP 
menjelaskan syarat sah  jika saksi tidak hadir dipersidangan yaitu: 
1. Saksi meninggal dunia 
2. Adanya halangan yang sah 
3. Tempat tinggal yang jauh 
4. Kegiatan yang berhubungan dengan negara 
 
Jika poin 1-4 merupakan alasan saksi tidak hadir, maka kesaksian saksi penyidik 
dianggap sudah dibacakan dipersidangan sehingga kesaksian diterima sebagai alat 
bukti yang sah , Jika saksi tidak hadir dengan alasan diluar dari poin tersebut atau tanpa 
adanya konfirmasi dan memberikan kuasa penuh terhadap penyidik maka persidangan 
akan ditunda.78 
 
                                                 
78 Putusan Mahkama Konstitusi, KUHAP (2010), NO 65. 
 




































ـاَيَُّها ا ُكْونُْوا ٰاَمنُْوا الَِّذْينَ  ٰيۤ ِ  ِمْينَ  قَوَّ ّٰ ى قَْومٍ  نُ  َشنَاٰ  يَْجِرَمنَُّكمْ  َوَال  ۖ◌  ْلِقْسطِ  بِا ُشَهدَآءَ  ِ
ۤ
 اِْعِدلُْوا ۗ◌  تَْعِدلُْوا الَّ  اَ  َعٰل
َ  تَّقُوا َوا ۖ◌  ِللتَّْقٰوى اَْقَربُ  ُهوَ  ۗ◌  َ  اِنَّ  ۗ◌  ّٰ  تَْعَملُْونَ  ۢبَِما َخبِْيرٌ  ّٰ
“Hai orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan(kebenaran) karena Allah,menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 






















































DESKRIPSI KASUS  PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA 
ACEH NOMOR 01/Pid.B/2016/Pn.BNA TENTANG TINDAK PIDANA  
PERCOBAAN PEMBAKARAN 
 
A. Deskripsi Umum Tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Melakukan Percobaan 
Pembakaran 
 
Dalam menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan diIndonesia dengan 
efektif maka negara membentuk suatu  lembaga peradilan yang didalamnya peradilan 
sebagai sarana bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan perlakuan yang seadil 
adilnya di mata hukum. 
 
 Tujuan sistem hukum di Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang, dibuat 
untuk dipatuhi maka perlu kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran 
masyarakat terhadap hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam tindakan dan 
pendidikan agar masyarakat tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.  
 
 Sampai saat ini walau sudah banyak aturan hukum dan banyak terdakwa yang 
sudah dijatuhi hukuman tetapi masih banyak masyarakat yang masih terus melakukan 
kejahatan untuk kepentingan pribadinya hingga menyebabkan orang lain menjadi 
korban atas perilaku tersebut, bagaimana jika suatu negara tanpa adanya aturan hukum 
atau tidak diberlakukannya hukum, seakan hidup manusia tidak terarah pembunuhan 
dimana-mana,pencurian dengan mudah tanpa adanya rasa takut dosa maka dari ini 
sangat penting sekali undang-undang yang mengatur perilaku manusia seperti 
KUHP,KUHPERDATA,KUHAP,dan Hukum Islam. 
 
Seperti dalam kasus yang saat ini penulis melakukan penelitian pada putusan 
pengadilan negeri banda aceh nomor 01/Pid.B/2016/Pn.BNA terhadap tindak pidana 
 




































percobaan pembakaran gedung dengan menggunakan tumpukan karung goni dan 
plastik untuk membakar gedung dengan sengaja membahayakan dan nerugikan orang 
lain setelah api mulai menyala terdakwa pergi dan tertangkap oleh saksi hingga api 
tidak sampai membesar dan dapat dipadamkan sebagai mana diatur dan diancam dalam 
pasal 187 ke- 1 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 KUHP Dalam tuntutan terdakwa dijatuhi 
hukuman tindak pidana percobaan pembakaran karena dari kegiatan tersebut niat 
terdakwa melakukan pembakaran tidak sampai selesai bukan dari kehendaknya sendiri. 
Menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
 
 




Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa 
 
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara 
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara 
terdakwa: 
Nama                      : Terdakwa  
Tempat lahir                : Medan 
Umur/Tanggal lahir     : 37 Tahun/17 OKTOBER 1978 
Jenis kelamin               : Laki-Laki 
Kebangsaan                 : Indonesia 
Tempat tinggal : Kec. Hamparan Perak Deli Serdang Sumatera Utara/  
Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh; 
Agama                          : Islam 
Pekerjaan                      : Swasta 
Pendidikan                    : SMA (TAMAT) 
 
 




































Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Negara oleh penyidik ,tanggal 29 
Nopember 2015 
Pengadilan negeri banda aceh mengadili perkara pidana sebagai berikut : 
Nama : Terdakwa, pada hari jum’at tanggal 27 november 2015 sekitar pukul 
21.30 Wib bertempat di gudang butut di depan gedung shoping center tempat terdakwa 
tinggal, karena telah melakukan pembakaran plastik dan goni bekas di sebuah toko 
kosong di lantai II gedung Pasar Aceh, terdakwa melakukan pembakaran terhadap 
gedung sekitar pukul 21.00 wib dijalan diponegoro gampong kampung baru kecamatan 
baiturrahman Banda Aceh, sebelum melakukan pembakaran terdakwa terlebih dahulu 
memantau situasi apakah ada orang yang melihat atau tidak , setelah situasi aman 
terdakwa mengambil manchis gas dari saku celana kemudian menghidupkan manschis 
gas tersebut dan langsung membakar tumpukan plastik dan goni bekas yang terdapat 
didalam toko kosng lantai II tersebut.kemudian setelah api menyala terdakwa langsung 
pergi dan turun melalui tangga samping gedung shoping center dan pulang di gedung 
butut depan gedung shoping center tempat terdakwa tinggal, selanjutnya terdakwa 
mengganti baju kaos yang digunakan berwarna kuning dan diganti oleh terdakwa untuk 
mengelabuhi orang sekitar, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh 
saudara munir dan saksi musliadi sehingga api yang tengah menyala berhasil 
dipadamkan oleh sdr. Munir dan saksi musliadi oleh karena itu niat dan perbuatan 
terdakwa tidak sampai terlaksana. 
 
 Dalam tindak pidana ini terdakwa dituntut jaksa penuntut umum pada tanggal 
30 desember 2015, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan 
penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti ,secara sah 
dan meyakinkan bersalah tindak pidana pembakaran sebagaimana diatur dan diancam 
pidana melanggar pasal 187 ke 1 Jo PASAL 53 AYAT 1 KUHP. Dalam tuntutan 
terdakwa dijatuhi hukuman tindak pidana percobaan pembakaran karena dari kegiatan 
tersebut niat terdakwa melakukan pembakaran tidak sampai selesai bukan dari 
kehendaknya sendiri tetapi terdakwa tertangkap saat selesai melakukan tindak pidana 
pembakaran, maka kasus ini dinamakan kasus percobaan kejahatan atau istilah dari 
hukum pidana Islam percobaan Jarimah. 
 






































1. Keterangan Terdakwa  
   
Terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa pada hari jum’at tanggal 27 
November 2015 sekira jam 21.00 WIB bertempatan dilantai 2 gedung terdakwa 
membeli korek api yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan mpembakaran, 
setelah itu terdakwa naik dilantai 2 gedung lalu terdakwa mendatangi salah satu toko 
kosong yang terdapat tumpukan plastik dan goni bekas, kemudian terlebih dahulu 
terdakwa memantau situasi aman lalu terdakwa mengambil korek api dan membakar 
tumpukan plastik dan goni bekas yang terdapat dilantai 2 gedung selanjutnya setelah 
apinya menyala kemudian terdakwa langsung pergi dan turun melalui pintu tangga 
samping dan pulang kegedung butut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi munir dan 
saksi pertama sehingga api yang menyala berhasil dipadamkan, setelah itu terdakwa 
mengganti baju kaos warna kuning yang terdakwa gunakan pada saat itu dengan baju 
yang lain dengan tujuan untuk mengelabui petugas security yang berjaga 
digedung.selanjutnya 30 menit kemudian saksi petugas security berhasil mengamankan 
terdakwa,dan terdakwa membenarkan apa yang diucapkan para saksi.   
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 
ke-1 KUHP. 
 Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan 
tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut umum tersebut, dan mohon 
pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan; 
 
2. Pembuktian Barang Bukti 
 
 yang menyertakan barang bukti berupa : 
1 (satu) buah plastik bekas yang sudah terbakar warna hitam 
1 (satu) buah goni bekas yang sudah terbakar warna putih  
1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk blue sky 
 






































3. Keterangan Saksi  
 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 
 
a. Saksi satu kenal. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut:  
     bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak 
ada hubungan baik perkawinan maupun pekerjaan. Menjelaskan bahwa telah 
terjadi peristiwa percobaan pembakaran tumpukan plastik dan goni plastik brkas 
pada hari jumat tanggal 27 november 2015 sekitar pukul 21 Wib di lantai II gedung 
jl kampung baru kecamatan baiturrahman banda aceh;  
Bahwa melakukan percobaan pembakaran terhadap gedung adalah 
terdakwa ; 
Bahwa terdakwa melakukan percobaan pembakaran dengan cara sengaja 
menumpukkan plastik dan goni plastik bekas selanjutnya terdakwa membakarnya 
sehingga menimbulkan api yang besar. 
 
Sdr. Munir memberitahukan kepada saksi musliadi bahwa terjadi kebakaran 
kemudian saksi musliadi dan sdr.munir berlari kearah sumber api didalam satu toko 
kosong dan memadamkan api yang sudah membesar, saksi tidak mengejar 
terdakwa karena api mulai mebesar sehingga saksi memadamkan dengan cara 
mengambil air AC yang terdapat dalam ember penampungan dan menyiramkan ke 
api, setelah api pada saksi melaporkan kepada satpam bernama abdul azis san 
menceritakan ciri ciri terdakwa kemudian bersama sama mecari keberadaan 
terdakwa dan menemukannya di gudang kardus membawa terdakwa di pos satpam 








































b. Saksi dua dibawah sumpah pada pokoknya  
    Bahwa saksi kenal pada terdakwa , saksi merupakan koordinator/ pelaksana 
harian pada gedung pasar Aceh. Saksi tidak melihat secara langsung karena ketika 
terjadi kebakaran saksi berada dirumah, saksi ditelepon oleh saksi tiga sebagai 
petugas security, menurut saksi tiga mengatakan api tidak sempat membesar karena 
dapat dipadamkan oleh saksi tiga bersama orang yang ada disekitar toko dan saksi 
tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan pembakaran, setelah mendapatkan 
informasi saksi langsung mendatangi gedung untuk melihat serta memeriksa bekas 
tumpukan plastik. 
 
c. Saksi tiga dibawah sumpah pada pokoknya  
Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa dan pada saat kejadian saksi tidak 
melihat langsung kkarena ketika terjadi saksi berada di lantai I dan ketika itu saksi 
bertemu dengan saksi musliadi sebagai pedagang yang berjualan di lantai II dan 
saksi musliadi melaporkan ada orang yang mencoba membakar gedung shoping 
center, saksi tiga bertanya “siapa orangnya” saksi satu menjawab “si dedek 
(panggilan)” karena sering terlihat disekitar gedung mencari kardus bekas.dan saksi 
tiga langsung menginformasikan kepada saksi dua sebagai koordinator pada 
gedung pasar aceh jika telah terjadi kebakaran. 
 
d. Saksi empat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut , 
oleh karena saksi tidak hadir maka penuntut umum membacakan keterangan 
saksi dalam berita acara. 
 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan 
kerabat, bahwa saksi merupakan pengelolahan bertanggung jawab pebuh mengenai 
keamanan, kebersihan dan penerangan serta mengkoordinir para pedagang untuk 
membayar keamanan dan kebersihan pada gedung shoping center pasar aceh, saksi 
tidak melihat kejadian langsung saksi hanya mendapat laporan dari saksi dua  jika 
telah terjadi kebakaran tetapi api tidak sampai membesar, saksi mendapat laporan 
bahwa tedakwa itu bernama dedek (panggilan) saksi empat  mengatakan terdakwa 
dulu sekitar tahun 2008 pernah bekerja digedung shoping center sebagai cleaning 
 




































service kemudian terdakwa dikeluarkan dari pekerjaannya karena tidak sesuai 
dengan yang diharapkan pengelolah gedung. 
 
Bahwa gedung tersebut milik pemerintah kota banda aceh sedangkan 
pembangunan gedung biayanya dari iuran para pedagang, jadi masing masing pedagang 
memiliki hak sewa tetap terhadap toko. Gedung memiliki III lantai , dilantai I dan lantai 
2 dihuni oleh pedagang pakaian, sepatu, tas, dan handphone serta assesories, sedangkan 
dilantai 3 swalayan suzuya yang pengelolaannya berbeda, saksi menilai perbuatan 
terdakwa sangat membahayakan bagi pemilik toko yang berjualan dan warga yang 
tengah berbelanja. 
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Fakta-Fakta 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan yaitu : 
Primair  : Melanggar Pasal 187 ke 1 KUHP 
Subsidair  : Melanggar Pasal 187 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) 
KUHPidana; 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan subidairitas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebuh dahulu dakwaan 
primair sebagaimana diatur dalam pasal 187 ke -1 KUHP  
oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu Elemen 
yang terkandung dalam Unaur tersebut berdasarkan dari fakta-fakta dan keterangan 
saksi-saksi dipersidangan; 
Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 
seseorang bukan karena kelalaian atau kealpaannya,tapi adanya suatu perbuatan nyata 
yang timbul dari suatu niat untuk melakukan perbuatan tersebut namun perbuatan 
 




































tersebut tidak sampai selesai pelaksanaanya bukan semata-mata disebabkan karena 
kehendaknya sendiri, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan keterangan para saksi korban dan saksi-saksi lainnya, barang bukti serta 
keterangan terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap 
security gedung. 
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan 
tersebut diatas, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan 
terpenuhi; 
Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas 
Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan kerenanya terdakwa harus 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“percobaan pembakaran”; 
Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan 
adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan 
hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya karenanya 
harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 
ayat (1) KUHAP; 
Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menangguhkan 
penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan 
ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya kterdakwa harus tetap berada dalam 
tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHAP; 
 
 




































5. Unsur-Unsur  
 
Unsur 1. “Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau 
mengakibatkan kebanjiran, jika perbuatan itu tidak dapat mendatangkan bahaya umum 
bagi barang” . 
      
 Unsur barang siapa adalah identik dengan setiap orang yang pada dasarnya 
menunjukan pada siapa orangnya yang harus nertanggung jwab matas perbuatan atau 
kejadian yang didakwkan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi 
terdakwa dalam perkara ini , barang siapa menurut buku pedoman 79 
          Unsur 2. “ dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan 
kebanjiran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, jika niat 
telah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai 
bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.  Unsur ke 2 ini beberapa 
mempunyai elemen yang harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen terbukti maka 
elemen yang selebihnya tidak dibuktikan lagi 
 
Menimbang, bahwa terhadap Unsur ke 2 ini mempunyai beberapa elemen yang 
harus dibuktikan dan apabila salah satu Elemen terbukti maka Elemen selebihnya tidak 
dibuktikan lagi dan dianggap terbukti pula;  
Menimbang, bahwa Elemen yang terkandung dalam Unsur ini adalah “dengan sengaja 
membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran,jika perbuatan itu dapat 
mendatangkan bahaya umum bagi barang, jika niat telah nyata dengan dimulainya 
perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai bukan semata mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri”, 
 
 
                                                 
79 Mahkamah Agung , pelaksanakaan tugas dan administrasi buku II, Edisi revisi 
tahun 2004, 208.  
 
 





































6. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan  
 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP; 
a. Keadaan yang membereratkan: 
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan umum 
bagi orang atau barang; 
 
b. Keadaan yang meringankan:                                                                                             
Terdakwa belum pernah dihukum; 
Terdakwa berperilaku sopan saat persidangan 
 
7. Amar Putusan  
 
Menyatakan terdakwa Terdakwa ,sesuai identitas tersebut diatas secara 
terbukti sah dena meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan primair; 
a. Membebaskan terdakwa oleh karena dari dakwaan primair; 
b. Menyatakan terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Menetapkan terdakwa tetap berada didalan tahan; 
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 










































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM                                                             
TERHADAP TINDAK PIDANA  PERCOBAAN  PEMBAKARAN  DALAM 
PUTUSAN (PN Banda Aceh Nomor 01/Pid.B/2016/PN.BNA) 
 
 
A. Analisi hukum Pidana Islam dalam kasus percobaan pembakaran putusan 
Nomor 01/Pid.B/2016/PN.BNA 
Di negara kita ini mayoritas beragama Islam dan tidak asing lagi kita mendengar 
tentang Syariah, dalam kehidupan manusia yang mayoritas Islam akan mengerti jika 
kita juga berpedoman pada Islam,Syariah, Fiqih karena tiga kata ini sangat 
berhubungan erat. Kita akan membahas tentang Syariah dan Fiqih, Syariah sendiri 
sudah menjadi kehendak Allah untuk manusianya dimana tingkah laku manusia dalam 
kehidupan sudah diatur oleh Allah sedangkan Fiqih sendiri yang artinya hukum yang 
dilandasi oleh Islam dan di Indonesia sendiri sudah ditetapkan hukuman yang dilandasi 
Islam seperti hukum pidana Islam, hukum perdata, dan hukum yang mengatur jalannya 
persidangan yaitu hukum acara pidana Islam.tetapi di Indonesia ini lebih menganut 
hukum positif dimana hukum positif ini bisa berguna mengadili suatu perkara baik dari 
kalangan muslim maupun non muslim.  menurut analisi penulis secara garis besar bisa 
kita melihat hukum pidana Islam juga sangat berperan penting dalam kehidupan 
masyarakat terutama masyarakat yang mayoritas umat muslim,dengan kekokohan 
keadilan dari aturan itu dan bersumber langsung dari al Qur’an dan sunah Nabi 
Muhammad Saw beserta hadis.hingga diIndonesia juga menerapkan hukum Islam pada 
peradilan Agama. 
 
Saat ini di Indonesia masih sangat banyak sekali terjadi tindak kriminal yang 
merugikan alam dan manusia, dari kategori tindak pidana yang ringan sampai yang 
berat Dan semua penyelesaian perkara pidana telah diatur dalam peraturan perundang- 
undangan yang ada di Indonesia,  mulai dari disengaja maupun tidak disengaja,tidak 
 




































terkecuali tindak pidana percobaan yang dimana maksud tindak pidana percobaan ini 
adalah seseorang yang berniat melakukan kejahatan terhadap orang lain atau tempat 
dan menguntungkan dirinya sendiri tetapi niat tersebut tidak sampai terlaksana bukan 
atas kehendaknya sendiri untuk menghentikan niat tersebut, tetapi niatnya terhalang 
oleh orang lain. dalam sumber yang penulis tulis ada yang mengatakan jika seseorang 
melakukan tindak pidana dengan niat dan tujuan hingga seseorang itu melaksanakan 
dan tiba-tiba berhenti karena kehendaknya ini dinamakan jarimah taubat yang tidak 
dapat dihapuskan hukumannya walau karena tujuan dan niatnya tidak sampai terjadi 
dan batal melakukannya atas kehendaknya.  
 
 Percobaan melakukan Jarimah tidak hanya tindak pidana pembakaran tetapi 
juga melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun pencurian, yang dimana setiap 
perilakunya tidak sampai selesai karena terhalang orang lain atau tertangkap dengan 
beberapa macam hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya baik yang ringan 
maupun berat baik hukuman kurungan maupun hukuman mati. saat ini penulis meneliti 
kasus percobaan pembakaran  dalam putusan pengadilan negeri banda aceh,sesuai 
kajian pustaka yang saya tulis bahwa terdakwa mempunyai voornemen yang artinya 
“maksud” dan maksud ini di wujudkan dengan tindakan membakar gedung  dengan 
tujuan merugikan orang lain dan membahayakan nyawa orang lain. Jika terdakwa ini 
hanya memiliki “maksud” tetapi tidak opzet yang artinya “tidak sengaja” maka 
hukuman tidak seperti seseorang yang “sengaja”. Sengaja dan niat berbeda arti yang 
dimana orang berniat melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan hanya menimbulkan niat 
saja, sedangkan sengaja orang yang mempunyai maksud atau niat untuk melakukan 
sesuatu dan dikerjakan atas kesadaran diri hingga menciptakan hasil.  
 
Dari kasus yang saya teliti ini sangat jelas sekali bahwa terdakwa melakukan 
kejahatan dinilai dari “mempunyai maksud” dan “sengaja dilakukan”  yang bermula 
niat untuk membalas dendam kepada orang lain dengan cara membakar gedung, yang 
bertujuan untuk merugikan orang lain, jika tindak pidana ini sampai selesai 
keinginannya api pun menghanguskan gedung tindak pidana ini tidak hanya merugikan 
juga membahayakan nyawa orang yang ada didalam gedung tersebut. Tetapi aksi 
 




































tersangka diketahui oleh saksi dan saksi bisa memadamkan api ini yang dinamakan 
percobaan sesuai syarat dari poging/percobaan yaitu “percobaan untuk melakukannya 
kejahatan itu dapat dihukum apabila “Maksud”  pelakunya itu telah diwujudkan dalam 
suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, 
dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya” dalam hukum 
pidana Islam percobaan jarimah ini masuk dalam kategori jarimah Hirabah yang 
maksudnya membuat kerusakan dan kekacauan dimuka bumi ini tetapi jarimah ini tidak 
seperti jarimah pembunuhan atau pencurian yang hukumannya had dan qisas, 
percobaan jarimah ini hukumannya ta’zir.  
 
Dengan adanya hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ini sangat 
membantu sekali untuk manusia bisa mengontrol perilakunya agar menjadi manusia 
yang lebih baik, dan tidak bertindak sesuka hati yang dimau. 
 
 
B. Analisi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dalam Pertimbangan 
Hukum Hakim  
 
Setiap pengadilan juga  mengikuti aturan untuk sebagai dasar keputusan hakim 
dalam menjatuhi hukuman. didalam persidangan putusan pengadilan negeri Banda 
Aceh Nomor (01/Pid.B/2016/PN.BNA) mengikuti aturan hukum acara yaitu : 
 
A. Dakwaan dari penuntut umum 
B. Memberikan Alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 
barang bukti yang menjadi petunjuk untuk menentukan apakah benar seorang 
ini melakukan tindak pidana. 
C. Menjelaskan pasal-pasal yang sudah diatur undang-undang sesuai tindak 
pidana. 
D. Menjelaskan unsur-unsur hukum  
E. Menjelaskan fakta-fakta hukum 
F. Putusan Akhir. 
 





































Didalam kasus percobaan pembakaran tersebut terdapat unsur unsur hukum 
percobaan (poging) yang menjadi pedoman hakim untuk memutuskan perkara diatur 
dalam pasal 53 KUHP: 
 
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan 
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan 
semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 
sepertiga. 
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun 
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 
 
Pada dakwaan penuntut umum pada putusan (Pengadilan Negeri Banda Aceh 
Nomor 01/Pid.B/2016/PN.BNA) sudah jelas bahwa tersangka hendak berniat 
membakar gedung dengan tujuan ingin merugikan orang lain, pada saat pelaksanaan 
tindak pidana gedung sudah mulai terbakar dengan tumpukan plastik dan kain goni 
tetapi tujuan tersangka diketahui oleh seseorang hingga api tidak terlalu besar dan bisa 
dipadamkan.  
 
Menurut analisi penulis dalam pandangan hukum pidana positif  bahwa tindak 
pidana percobaan ini sesuai dengan aturan hukum yang ada yang sudah penulis 
paparkan dengan dengan unsur-unsur dan pembuktian dengan dijatuhi hukuman 
penjara menurut hukum pidana Islam tindak pidana ini dijatuhi hukuman ta’zir sesuai 
dengan ketetapan syar’i agar tidak ada lagi kasus yang merugikan orang lain atau 
berbuat diluar batas dan hukuman dari aturan undang-undang bertujuan untuk 
memberikan efek jera terhadap terdakwa, dan jika terdakwa setelah dijatuhi hukuman 
dan tetap melakukan tindak pidana yang lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
yang memberaktan hukuman.dalam pandangan hukum pidana Islam tindak pidana 
pembakaran ini termasuk tindak pidana ringan yang hukumannya ditentukan oleh ulil 
 




































amri, tetapi jika tindak pidana pembakaran ini diniatkan untuk membunuh orang lain 
dan orang ini meninggal karena terbunuh maka hukuman dari sudut pandang pidana 
Islam yaitu qishas, sedangkan permasalahan yang penulis analisis hanya tindak pidana 
pembakaran yang berniat untuk merugikan orang lain dan niat tersebut tidak terwujud 
ini juga dianggap tindak pidana percobaan. 
 
Sebelum Majelis Hakim memutuskan suatu perkara alangkah baiknya Hakim 
mempertimbangkan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan memeriksa pembuktian 
terlebih dahulu dari keterangan terdakwa, barang bukti, keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat-surat, fakta-fakta hukum dan lainnya yang bisa meringankan dan 
memberatkan hukuman terdakwa.dari penilitian penulis dalam putusan tindak pidana 
ini,terdapat sedikit permasalahan tentang keterangan saksi yang tidak hadir dalam 
persidangan dan secara patut dipanggil berkali-kali tetap tidak hadir pada akhirnya 
penuntut umum membacakan keterangan saksi yang tidak hadir dan disahkan oleh 
Majelis hakim, secara teori yang penulis pahami dan tertulis juga di skripsi ini bahwa 
saksi yang tidak hadir tetap memberikan kuasa atau konfirmasi untuk membacakan 
keterangannya, tetapi didalam putusan ini tidak adanya konfirmasi, ini yang menjadi 
masalah seharusnya keterangan saksi ini tidak sah dimata hukum. sebelum Majelis 
hakim memutuskan perkara tanpa adanya dendam dan tidak dalam kondisi marah dan 
meneliti secara detail dalam jalannya persidangan, karena keputusan hakim sangat 
berpengaruh nasib terdakwa. Sebelum mendengarkan keterangan saksi hakim harus 
memastikan terlebih dahulu bahwa saksi tidak berunding satu sama lain.mankanya 
dalam KUHAP kekuatan sumpah sangat berpengaruh besar untuk mmberikan 





Hakim yang memutuskan perkara atas kesalahan yang tanpa disadari dan tidak 
teliti atau tidak mengikuti aturan hukum yang benar bisa berakibat dosa. Pertimbangan 
hukum hakim dalam memgadili perkara ini mengikuti pembuktian yang ada dan sesuai 
 




































dengan pasal-pasal yang tercantum dengan menjatuhi hukuman untuk terdakwa yaitu 


























































A. KESIMPULAN  
Berdasarkan pemaparan putusan pengadilan negeri banda aceh nomor 
01/Pid.B/2016/PN.BNA tentang “ percobaan pembakaran” yang telah diuraikan maka 
bisa diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Pertimbangan hukum hakim pada putusan NOMOR 01/Pid.B/2016/PN,Bna  setelah 
Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti yang diajukan penuntun umum, dan 
mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan sesuai Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo pasal 
53 ayat (1) KUHPidana  dan undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, tindak pidana percobaan pembakaran dengan hukuman penjara 1 (satu) 
tahun bagi terdakwa, Majelis Hakim menjatuhi hukuman berdasarkan pembuktian yang 
sudah dibuktikan dalam persidangan dan menggunakan alat bukti keterangan saksi, 
keterangan keterangan terdakwa, barang bukti yang menjadi petunjuk. dan sebagai alat 
bukti  lainnya berupa dalam persidangan penuntut umum menghadirkan  4 orang yang 
menjadi saksi dipersidangan. Salah satu dari keempat  keterangan saksi ada yang tidak 
hadir dan sudah dipanggil secara patut, jaksa penuntut umum tetap membacakan 
keterangan saksi tersebut tanpa sumpah dan dianggap sah secara didalam persidangan 
itu. Berdasarkan teori syarat alat bukti keterangan saksi yang tidak hadir yaitu Pada 
Pasal 162 KUHAP menjelaskan syarat sah  jika saksi tidak hadir dipersidangan yaitu: 
a. Saksi meninggal dunia 
b. Adanya halangan yang sah 
c. Tempat tinggal yang jauh 
d. Kegiatan yang berhubungan dengan negara 
 
Jika poin 1-4 merupakan alasan saksi tidak hadir, maka kesaksian saksi penyidik 
dianggap sudah dibacakan dipersidangan sehingga kesaksian diterima sebagai alat  
 




































bukti yang sah, Jika saksi tidak hadir dengan alasan diluar dari poin tersebut 
atau tanpa adanya konfirmasi maka persidangan akan ditunda.Dari kesimpulan yang 
penulis analisa bahwa keterangan saksi yang tidak hadir ini tidak memberikan 
informasi apapun mengenai tidak hadirnya seorang saksi kepada penyidik ataupun 
Majelis Hakim maka keterangan saksi keempat dianggap gugur.dari kesimpulan 
penulis bahwa nilai sumpah dalam persidangan sangat kuat karena untuk memberikan 
keterangan yang benar dan jujur tanpa keterangan palsu. 
1. Analisi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan pembakaran dari 
penjelasan hukum pidana Islam tujuan adanya hukum pidana Islam yaitumenjamin 
keamanan dari kebutuhan hidup,menjamin keperluan hidup,menjamin tidak adanya 
kekacauan atau anarki yang berlebih,dalam tindak pidana sesuai unsur bahwa terdakwa 
mempunyai niat, dan persiapkan alat-alat untuk melakukan kejahatan setelah itu 
terdakwa mewujudkan aksinya, menurut hukum pidana Islam tindakan ini masuk dalam 
percobaan jarimah yang dimana niat,persiapan,pelaksanaannya tersebut tidak selesai 
karena tertangkap, jarimah ini masuk dalam hukuman ta’zir. 
 
2. SARAN: 
Para penegak hukum terutama hakim sebagai pihak yang mengadili suatu perkara 
dengan seadil adilnya diharapkan lebih jeli dalam persidangan  terutama dalam melihat 
dan mendengarkan sebuat alat bukti baik barang bukti,keterangan saksi maupun 
keterangan terdakwa, sehingga hukuman kepada terdakwa benar benar sesuai dengan 
aturan aturan yang tertulis dalam KUHAP,KUHPidana dan undang undang yang 
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